
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan

yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh
rakyat Indonesia;

b. bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik
Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara
nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan
berbangsa dan bernegara;

c. bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya
ditujukan untuk menciptakan ketetiban hukum, tetapi juga
untuk menyelesaikan masalah sengketa dan konflik pertanahan
yang timbul;

d. bahwa kebijakan nasional di bidang pertanahan perlu disusun
dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna
dapat memajukan kesejahteraan umum;

e. bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta dalam rangka
penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional dipandang
perlu untuk mengatur kembali Badan Pertanahan Nasional dengan
Peraturan Presiden.

Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

POkok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada



Presiden.
(2) Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Badan Pertanahan nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan
sektoral.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan
Pertanahan nasional menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang

pertanahan;
d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

pertanahan;
e. menyelenggarakan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan

pemetaan di bidang pertanahan;
f. pelaksanaan pendaftaraan tanah dalam rangka menjamin

kepastian hukum;
g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
h. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian

hukum;
i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau

milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemelikan tanah;
k. kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;
l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan

program di bidang pertanahan;
m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan

konflik di bidang pertanahan;
o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di

bidang pertanahan;
r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan

bidang pertanahan;
t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang,

dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundnag-undangan yang berlaku;

u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi



Pasal 4

Badan Pertanahan Nasional terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
e. Deputi BIdang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan

Masyarakat;
g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan;
h. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pertanahan Nasional dalam
mejalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 6

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretariat Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan
sumber daya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan

Badan Pertanahan Nasional;
b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis

Badan Pertanahan Nasional;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,

organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Pertanahan
Nasional;

d. pembinaan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, data
dan informasi, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan
Badan Pertanahan Nasional;

e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tugas Badan Pertanahan Nasional;



f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Pertanahan
Nasional.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan adalah unsur
pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan
Nasional di bidang survei, pengukuran dan pemetaan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran
dan pemetaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran dan

pemetaan;
b. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik;
c. pelaksanaan pengukuran dasar nasional;
d. pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Pasal 12

(1) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah unsur
pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional
di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh
Deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak tanah dan
pendaftaran tanah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan
fungsi :



a. perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah dan
pendaftaran tanah;

b. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
c. inventarisasi dan penyiapan administrasi atas tanah yang

dikuasai dan/atau milik negara/daerah;
d. pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah,

pemerintah daerah, organisasi sosial keagamaan, dan
kepentingan umum lainnya;

e. penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah serta
pembukuan tanah;

f. pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor
Berlisensi dan Lembaga Penilai Tanah.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Pasal 15

(1) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan adalah unsur
pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional
di bidang pengaturan dan penataan pertanahan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dipimpin
oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan
penataan pertanahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan penataan

pertanahan;
b. penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan

penggunaan tanah;
c. pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan

tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah;
d. pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau

kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

(1) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan
Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi
Badan Pertanahan Nasional di bidang pengendalian pertanahan


